
 

WALIKOTA LANGSA 
PROVINSI ACEH 

 

QANUN KOTA LANGSA 
NOMOR 11 TAHUN 2O16 

 

TENTANG 
 

PERUBAHAN KEDUA ATAS QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2013 

TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH 
KOTA LANGSA TAHUN 2O12-2O17 

 

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM 

 
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG 

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA 

 
WALIKOTA LANGSA, 

 

Menimbang :  a. bahwa sesuai Pasal 13 Peraturan Menteri Dalam Negeri 
Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan 

Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara 

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan 
Rencana Pembangunan Daerah Penyusunan Rencana 

Pembangunan Daerah menggunakan data dan informasi 

perencanaan penyusunan daerah yang salah satunya meliputi 

organisasi dan tata laksana pemerintah daerah; 
b. bahwa dengan ditetapkannya Qanun Kota Langsa Nomor 10 

Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat 

Daerah Kota Langsa mengakibatkan perlu dilakukannya 
perubahan RPJM Kota Langsa untuk selanjutnya dikompilasi 

secara terstruktur berdasarkan aspek geografis, aspek 

kesejahteraan masyarakat, aspek pelayanan umum dan aspek 
daya saing daerah; 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

pada huruf a dan huruf b perlu merevisi/merubah Qanun 
Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-

2017 sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa 

Nomor 19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota 
Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan 

Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas perlu membentuk 

Qanun Kota Langsa tentang Perubahan Kedua Atas Qanun 

Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana 
Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-

2017; 

 
Menimbang :  1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik 

Indonesia Tahun 1945; 

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2001 tentang Pembentukan 

Kota Langsa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4110); 

3. Undang ... 

SALINAN 



3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 

Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 

Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang 

Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4355); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 

Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan 
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 

Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan 

Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 

Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4633); 

8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 
(Lembaran  Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 

33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 

4700); 
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 

Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali 

terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 

tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 

Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); 
10. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, 

Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi 

Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21 Tambahan, 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817); 

11. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019; 
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 54 Tahun 2010 

tentang Pelaksana Peraturan Pemerintah nomor 8 Tahun 

2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian 

dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah; 
13. Qanun Aceh Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Aceh Tahun 2012-2017 

(Lembaran Aceh Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan Lembaran 
Aceh Nomor 56); 

14. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 70 Tahun 2012 tentang 

RPJMA Tahun 2012-2017 (Berita Aceh Tahun 2012 Nomor 
121); 

15. Qanun Kota Langsa Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Panjang Kota Langsa Tahun 2007-2027 
(Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 2); 

16. Qanun ... 



16. Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana 

Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa Tahun 2012-

2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 3) 
sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 

19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa 

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota 
Langsa Tahun 2015 Nomor 19); 

17. Qanun Kota Langsa Nomor 12 Tahun 2013 tentang Rencana 

Tata Ruang Wilayah Kota Langsa Tahun 2012-2032 
(Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 12, Tambahan 

Lembaran Kota Langsa Nomor 429); 
 
 

Dengan Persetujuan Bersama 
 

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA 

dan 

WALIKOTA LANGSA 
 

 

MEMUTUSKAN : 
 

Menetapkan : QANUN KOTA LANGSA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS 

QANUN KOTA LANGSA NOMOR 3 TAHUN 2013 TENTANG 
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH KOTA 

LANGSA TAHUN 2O12-2O17. 

 
 

Pasal I 

 

Ketentuan dalam Qanun Kota Langsa Nomor 3 Tahun 2013 
tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kota Langsa 

Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota Langsa Tahun 2013 Nomor 3) 

sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kota Langsa Nomor 
19 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Qanun Kota Langsa 

Nomor 3 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka 

Menengah Kota Langsa Tahun 2012-2017 (Lembaran Kota 
Langsa Tahun 2015 Nomor 19), diubah sebagai berikut : 

 

Ketentuan Pasal 3 ayat (2) diubah, sehingga keseluruhan Pasal 
3 berbunyi sebagai berikut : 

 

Pasal 3 

 
(1) RPJM Kota Tahun 2012-2017 disusun dengan sistematika 

sebagai berikut : 

BAB I : PENDAHULUAN 
BAB II  : GAMBARAN UMUM KOTA LANGSA 

BAB III : GAMBARAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH 

SERTA KERANGKA PENDANAAN 
BAB IV : ANALISIS ISU-ISU STRATEGIS 

BAB V  : VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN 

BAB VI : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN 
BAB VII : KEBIJAKAN UMUM DAN PROGRAM 

PEMBANGUNAN DAERAH 

BAB VIII ... 



BAB VIII : INDIKASI PROGRAM PRIORITAS DAN 

KEBUTUHAN PENDANAAN 

BAB IX : PENETAPAN INDIKATOR KINERJA DAERAH 
BAB X : PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH 

PELAKSANAAN 

BAB XI :  PENUTUP 

(2) Perincian sistematika RPJM Kota sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) diubah dan disesuaikan dengan perubahan 

materi yang berkaitan dengan target indikator kinerja 

daerah, kondisi keuangan daerah dengan asumsi-asumsi 
keuangan terkini serta perubahan struktur organisasi 

perangkat daerah tercantum dalam lampiran yang 

merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Qanun ini. 
 

 
Pasal II 

 

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 
 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 

pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam 
Lembaran Kota Langsa. 

 

 

Ditetapkan di Langsa 
pada tanggal 15   Desember  2016 M 

15 Rabiul Awal 1438 H 

 
PELAKSANA TUGAS 

WALIKOTA LANGSA, 

 
ttd 

 

KAMARUDDIN ANDALAH 
 

 

 
Diundangkan di Langsa 

pada tanggal 15   Desember  2016 M 

15 Rabiul Awal 1438 H 
 

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA 

 
 ttd 

 

SYAHRUL THAIB 
 

LEMBARAN KOTA LANGSA TAHUN 2016 NOMOR 11 
 

NOREG QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (11/146/2016) 

 Salinan sesuai dengan aslinya 

KEPALA BAGIAN HUKUM 

SETDA KOTA LANGSA, 

 

 

 

DEWI NURSANTI, SH, MH 

Pembina  (IV/a) 

NIP. 1971042820012002 


